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Jakarta, 18 Februari 2020

PERBAll<AN PERMOHONAN

No. .,.. ..../PUU-.....,,)!^,,!I^...,./20^b. .
Kepada Yang Ternormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10/10

Tangg^I^..\^.:..^:.:^^<10.
. :^,. ^,^,.\^)^,..Jam

Perlhal : Perbaikan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasa16, Pasa158 ayat
(1) dan Pasa1 99 ayat(I) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia
N0 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Ternadap Undang-Undang
Dasar 1945.

Dengan hormat,

Kami, Paulus Sanjaya, S. SOS. ,S. H. ,M. H. ,., Hechrin Purba, S. H. , Haratua Pardede,
S, H. SemuariyabeF^gal^^an In^ia, 19ek-erjaar, -Advokat danRaFa^ga, pada
Lembaga Bantuan Hukum Senkat Buruh Seiahtera Indonesia (LBH SBSl), berelamat
of Jalan Tanah Tinggill No. 25 Jakarta Pusat, 0540, berdasarkan 6 (enam) Surat Kuasa
Khusus tangga1 16 Desember 2019 (tenampir) bertindak untuk dan atas nama serta
mewakili:
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: SUYANTO2. Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Guru Honorer SDN 2 BalepanjangPeketiaan
: 37 tahunUrnur

: Honggojati, RT .01 RW, 02 MangunA1amat

J. ^, aTen^h
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.

.
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: MUHAMMADNURRAMB

:Indonesia

: Guru Honorer Kategorill K.
: 49 tahun

: Taman Induk Rt 008 Rw. 01

Kota Depok Jawa Barat.
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: NURUL INDRIASIH,4, Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Tenaga Harian Lepas Puskesmas I GatakPekerjaan
: 35 tahunUrnur

: Brajan RT/001 RW/008 Desa Planggu Kec. Trucuk KlatenA1amat

Jawa Tengah

: DEBYSURATNO5. Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Guru Honorer Kabupaten WonogiriJawa TengahPekerjaan
: 37 tahunUrnur

: Tandan RT. 231RW. 04 Tawang RejO JatipumoA1amat

ProvinsiJawa Tengah

Disebut sebagai

:. SL!KMAU, MBARA, ,. S, Pd.6. .Naraa

Kewarganegaraan :Indonesia
: Guru Honorer SDN CadasngamparPekerjaan
: 32 tahunUrnur

: BIOk Pasirmuncang RT. 0021RW. 004 Desa Balaraja, Kec.A1amat

Gantar Kabupaten Indramayu Jawa Barat

Disebut sebagai

: RODENl7. Nama

.Keyargar;egaraan :. lad^ia-
: Guru Honorer SDN SetrajayaPekefjaan
: 37 tahunUrnur

: KP. Cipatik RT. 004 RW, 002 Desa Setrajaya Kec,A1amat

Keroncong Kab. Pandeglang Provinsi Banten

Disebut sebagai

... Pemohon IV

: ANARAHMl8. Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Tenaga Honorer Kesehatan kabupsten OKU SumselPekedaan
: 37 tahunUrnur

: Perum Villa Indah Permai BIOk G No. 09 RT. 071RW. 003A1amat

Batu Raja Permai OKU Sumatera Seiatan

Disebut sebagai. ........

Pemohon V

: YAZID BUSTHAMl, S, Pd9. Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) SDN PanawakanPekerjaan
: 36 tahunUrnur

Disebut sebagai

...... Pemohon Vl

Pemohon Vll

Pemohon Vlll

\
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A1amat

Disebut sebagai. ...........,,.,.,.........

: RULLYTOMAYAHU, S. Si.10. Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Pegawai Tidak Terap (PTT) Dinas LH Kota Pem. GorontaloPekerjaan
: 31 tahunUrnur

: Jl, Gunung Tilonhkaliba Kernrahan Biawu Kec Kota SeiatanA1amat

Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

: Komp. CPS No. 22 RT. 0191RW. 000 Desa Sungai Malang
Kec. Ainuntai Kan. HUIU Sungai Utara Kalimantan Selatan

Disebut'sebagai. ..

: RINA JELITA E. NAINGGOLAN11. Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Tenaga Guru TidakTetap (GTT) SDN 091325 MerekPekerjaan
: 36 tahunRayaUmur
: Merek Raya RT. 0001RW. 000 Desa Merek Raya Kec. RayaA1amat

Kab. Simalungun Sumatera Utara
Disebut sebagai

: M. Yani12. Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Tenaga Honorer Biro Kesramas Setda Prov. JambiPekerjaan
: 54 tahunUrnur

: Jl. Marsda Surya Dharma Komp. PKP A1- Hidayah Kel. KenaliA1amat

Asam Bawah, Kec. Kota Baru Jambi

Pemohon IX

: FITRIA WAHYU PINASTl43. Nama

Kewarganegaraan :!ridonesia
: Guru Honorer SMP 3 Tawangharjo GroboganPekerjaan
: 30 tahunUrnur

: Getasrejo RT. 0081RW. 002 Grobogan Jawa TengahA1amat
Pemohon XIIl

Disebut sebagai

... Pemohon X

: LUTGARDIS M. NIMAT14. Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Guru Honorer SD Inpres Ngorong KotakReke^aan
: 45 tahunUrnur

: Ranggu RT. 0031RW. 001 Kuwus Barat Provinsi NusaA1amat

Tenggara Timur

Disebut sebagai

Pemohon XI

: HORAS MARINGAN15. Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Guru Honorer SMK Negeri 3 Tanjung BaiaiPekerjaan
: 48 tahunUrnur

Disebut sebagai. .....

Pemohon XII

PemohonXIV

\
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Namat

Sumatera Utara

Disebut sebagai. ....,.,...................

: ROSMAWAR16. Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Guru Honorer SD Negeri, Saree 3 Aceh BesarPeKerjaan
:- 36-ta^}un. {.!'71/1, I.

: Jl. BandaAceh-Medan Desa Sukadamai Kec. LembahA1amat

Seulawah Kabupaten Aceh besar ProvinsiAceh

: Jl. KairulAnwar No. 19 RT. 001RW. 00 Tanjung Baiai Provinsi

Disebut sebagai

: ZONTRISMAN17. Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Guru HonorerSMP negeri 3 Tanjung PinangPekerjaan
: 45 tahunUrnur

:. J!,. Gatot-Subroto. GG. .Putri-Ayu. V!, No. .6-RT, 011RW06. Kanipting,A1amat

Bulang Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepulauan Riau

: GHOLIB18, Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Guru Honorer Provinsi RiauPekerjaan
: 61 tahunUrnur

: Dusun Rasabou RT. 011RW. Of Desa Rasabou Kec. HUU Kab.A1amat

.Dor$1pL, "Prov;F1si. N^, sa:lienggara, Barat

Disebut sebagai. ..

...,.. Pemohon XV

: SITIASMAWATl19. Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
: Guru Honorer Provinsi Nusa Tenggara BaretRekerjaan
: 42 tahunUrnur
: Dusun Rasabou RT. 011RW. 01 Desa Rasabou Kec. HUU Kab.A1amat

Doinpu Provinsi Nusa Tenggara Baret

Disebut sebagai. ,.

Pemohon XVl

Masing-masing merupakan perorangan yang memillki kepentingan yang sama, yakni
sama-sama dirugiKan haknya atas berlakunya ketentuan pasal yang menjadi obiek
pengujian dalam permohonan a quo untok seianjutnya disebut sebagai"Pemohon atau
secara bersama-sama Para Pemohon'

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk
meIakukan uji materil Pasa1 6, Pasa1 58 ayat (,) dan Pasa1 99 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU AsN) yang
menurut Pemohon bertentangan dengan Pasa1 27 ayat(2), Pasa1 28 D ayat(2), Pasal
28 I ayat(2) dan Pasa128 I ayat(4) Undang " Undang Dasar, 945.

Disebut sebagai

... ... ... ... ...

Pemohon XVll

Pemohon XVlll

Pemohon XIX

\
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Pemohon akan menguraikan ha!-hal yang berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia dalam Memeriksa dan Mengadili Permohonan a quo,
KeduduKan Hukum (Legal Standing), uraian mengenai Objek Pengujian, Batu Uji dan
Sistematika Pengujian, Argumentasi Yuridis, dan Kesimpulan permohonan sebagai
berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl

I. Bahwa Pasa1 24 ayat(2) UUD 1945 menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan
o1eh sebuah MahKartiahAgung dan badan peradilanyang beradadibawahnya dalam
lingkungan peradilan urnum, lingkungan peradilan againa, lingkungan peradilan
ini!iter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan o1eh sebuah Mahkamah
"Konstittisi;

2. Bahwa Pasa1 24c ayat(I) UUD 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi beMenang
mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar, mematus sengketa
'kewenangan femtoga' negeira' yang 'keweTTangannya 'dinerikan Dieh 'Undang
Undang Dasar, meinutus pembubaran partai politik, dan meinutus perselisihan
tentang hasil pemilihan urnum;

3. Bahwa Pasa1 10 ayat (1)^ UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
.menyatakan. liftahkamah~1<0nstitcisi. bemyenang-rrrengadilipada, tingkat-pertaina dan
terakhir yang putusannya bersifatfinat untuk:

a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RepubliK
Indonesia Tahun 1945;

by Momutusser!g!<eta!;ewer!angar!!ebaga. Negara. -yangkewenangar!r;ya-diberik^I
o1eh Undang-Undang Dasar Negara RepubliK Indonesia Tahun 1945;

c) Meinutus pembubaran Partai Polltik dan,

d) Meinutus perselisihan tentang hasil pemilihan urnum;

4. Bahwa objeK permohonan uji materit adalah Pasa1 6, Pasa1 58 ayat(,) dan Pasa1 99
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara techadap Pasa127 ayat(2), Pasa! 28 D ayat(2), Pasa128 layat(2) dan Pasal
28 I ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945, sehingga beadasarkan haltersebut
diatas, inaka Mahkamah Konstitusi beMenang untuk memeriksa, mengadiii dan
meinutus permohonan Para Pemohon.

11. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

5. Bahwa Pasa1 51 ayat(,) Undang-Undang Nomor24 Tahun 2003tentang Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian
Undang-Undang techadap Undang-Undang Dasar adalah pihaK yang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan o1eh berlakunya Undang-Undang,
yang dapat berupa :

a. Perorangan Warga Negara Indonesia

,

\
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b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 'hidup sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prtnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang dialur dalam Undang-Undang,

c. Badan Hukum Publik dan Prtvat atau

d. LembagaNegara

Bahwa mengenai kerugian hak atau kewenangan konstitusionai seb
dimaksudda!ampasa!51 ayatt UUMK, Mailk^mallse'1< ,t :
0061PUU-1/1/2005 tangga1 31 MeI 2005 dan putusan Nomor : 1/1PUU-V/2007,
tangga120 September 2007seita putusan-putusan seian'utn a telah b d"
tentang adanya 5 (Iima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

I, Adanyahakdan kewenangankonstitusionalpemohon dibei!<a Ih
UUD 1945;

Hak dan atau kewenangan Konstitusionaltersebut o1eh Pemohon dian a
dirugikan o1eh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan penguji;

3. Kerugian hak dan atau ke\Aleriangan Konstitusiona! tersebut barus bersifat
spesifik .(Khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensional yang menurut
penalaren yang wajar dapat dipastikan akan telladi;

4. Adanya hubungan $9bab akibat(causal verband) antara kerugian hakdan atau
Kewenangan Konstitusional dimaKsud der^an berlakunya Under19-Undan
yang dimohonkan Penguji;

,,:,^in. ^I^,. Gif^,. ^I^,. I^,,, un^,. I^' in, T^11,111^,

6,

2.

7. Bahwa Para Pemohon sebagai berikut:

a. Pemohon I(Mahmudin) adalah guru honorer yang diangkat o1eh Gubernur
Riau dan gainya biersumber dan APBD ProvingiRia!. I, 131L, !aimengabdise'ak
I Januari 2006 sampai dengan saatinidengan masa pengabdian 14 Tahun
sebagai Guru Bantu Provinsi yang ditugaskan of Sekolah Menengah Atas
(SMA) Negeri Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau Terhutung Masa Tugas
(TMT) I Oktober2006 sampaidengan tahun 2018

Bahwa Pemohon I mendapatkan kecelakaan Sepeda Motor pada tahun
2018, atas dasar proses. penyembuhan Reinohon I memohon pindah kepada
Kepada Dinas Provinsi Riau, dan Pemohon I saatini bekeria of SMA Ne eri
11 Pekanbaru dan masih bekeria sampai dengan saatini

Bahwa Pemohon ladalah guru honoreryang diangKatoleh Gubernur Riau dan
galinya bersumber dan APBD Provinsi Riau, in utai mengabdi seiak I Januari
2006 sampai dengan saatini dengan masa pengabdian 14 Tahun, namun
dengan dikeluarkannya Peraturan Meriteri Rendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2008
(Permenpan 36/20,8) Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PegawaiNegeii
S^11 dan Pelaksaan Se/eksi Cabn Pegawai Negeii Sinilyang meru akan
peraturan pelaksana dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 20.4 tentang
AsN ( UU AsN} sebagair;Iana penjelasari Permeripar}- 3612018- huruf F.
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN
(FORMASl) KHUSUS. Pada point huruf (c) angka (1) us113 pafthg tinggi 35

..
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fahun pada tanggalf Agustus 2078 masih akt^fbekeda secara terus menerus
sampai sekarang; (h) Pengalaman keja seiama minimal 10 (sepuluh) tahun
dan terusmenerusmenjadiTenaga Pendidrkdan Tenaga Kesehatan danEks
Tenaga HonorerKategori-liditefapkan sebagaipenggantiSeleksiKompetensi
Bidang, Dengan berlakunya Peraturan Meriteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018
Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksaan
Seieksi Calc-F1 Pegawai Neger; Sipi; Tat}tin 20-18 yang meEUpakan turur}an
atau peraturan pelaksana UU AsN hak Konstitusiona! pemohon sebagai
tenaga honorertidak terpenuhi

Bahwa Pemohon I dirugikan dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014
dengan pengangkatan Aparatur Sipil Negara balk it*} Calon Pegawai Negeri
Sipil (GPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perlanjian Keria (PPPK)
sebagaimana dalam Permenpan 36/20,8 pada periletasan huruf F.
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN

(FORMASl) KHUSUS. Pada point huruf (c) angka (1) usIa paling tinggi 35
tabun pada tangga/IAgustus 2018 masih aktifbeke!I'a secara terusmenerus
sampai-sekarang; (h) Pengalaman ketj^ selama minimal 70 (sepu/uh) tabun
dan terusmeneiusmenjadiTenaga Pendidikdan Tenaga Kesehatan danEks
Tenaga HonorerKategonLllditetapkan sebagaipenggantiSeleksiKompetensi
Bida, ;g, Dengan berlakur, ya. Peraturar} Monteri Pendayagur}aa\I AparatL!r
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksaan
Seieksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang inaria peraturan
tersebut merupakan turunan dan Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 jelas
adanya merugikan hak konstitusional pemohon, sebagai warga Negara hak
pemohon sebagaitenaga honorertidak terpenuhi.

Bahwa Pemohon Iselain techalang haknya untukmengikutiseteksiCPNS atau
PPPK Karena ketentuan aturan sebagaimana point of atas juga dikarenakan
Pemohon'I tidak termasuK Honorer Kategori 11 sebagaimana amanat
Peraturan Meriteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BiroKras:
(Permenpan & RB) Nomor; 56 tahun 2012, padahal secara nyata bahwa
Permenpan tersebut masa beriaKunya sudah dianggap selesai dengan
beFlakur;yaUU-No. 5tat3un 2014dansecarar;yetap-!41abahwa UU No. 5ta!\\!n
2014 tersebut juga tidaK mengatur lagitentang honorer melainkan hanya
mengaturtentang PPPKyang inaria haltersebut diatur dalam Pasa16 Huruf B
dalam UUASN;

b, Pemohor!11(SUYANTO) ad. a!ah Guru Honorer di!_ing!<ungan Kabupater;
Wonogiri Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 421,210,12007 TMTtahun 17
Juli 2007 sampai sekarang, dan ditugaskan di Sekoiah Dasar (SD) Negeri 2
Balepanjang

Bah\a Pemqhon 11 daiam pekerjaan tersebut pada awalnya mener;ina upah
sebesar Rp. 150, 000. Baru!ah kernudian pada tahun 2018 Pemohon 11
mendapatkan Upah sedikitlebih besar seiumlah Rp, 400.000 \
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Bahwa Pemohon limitidak bisa mengikuti seleksi GPNS sebagaimana
amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena
Pemohon 11tidaktermasuk honorer Kategorill, selain itu Pemohon 11juga tidak
bisa mengikutiseleksi PPPKsebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai
turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Reinohon litidak
termasuk honorer kalegorill padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun
2014, PPPK tersebut diperuntukkan untok pelamar urnum, bukan untuk
honorerekskalegori!I

c. Reinohon 111(Muhammad Nur Rainbe) adalah Guru Honoreryang termasuk
daiam daftar Honorer kategorilt sebagaimana yang dimaksud Peraturan
Pemerintah Nomor : 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua techadap
Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan tenaga
honorer menjadi GPNS

Bahwa Pemohon 111 adalah Guru Honorer Kota Depok yang sudah mengabdi
seiak 2 Januari 1996 sampai dengan saat ini dengan masa pengabdian 23
Tahun, tetapi dengan diberlakukan pembatasan usia pada aturan turunan UU
AsN yakni pada Peraturan Mentori Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi~Birokra^i Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 20.8 Tentang
Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksaan Seieksi
Calon Pega^i Negeri Sipil Tahun 2018 pada penjelasan hurtif F.
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN

(FORMASl) KHUSUS, Pada point huruf (c) angka (1) usia paing tihggi 35
tohun pada tanggali Agustus 2078 masih akof beken'a secara terus menerus
sampai sekarang; (h) Pengalaman ken'a seiama minimal 70 (sepuluh) tabun
dan terus menerusmenj'adjTenaga Pendrdrkdan Tenaga Kesehatan dan'Eks
Tenaga HonorerKategori-11ditetapkan sebagaipenggantiSeleksiKompetensi
Bidang. Jelaslah haltersebut merugikan hak konstitusional Pemohon

Bahwa Pemohon 1/1juga mengikutiseleksi PPPKsebagaimana am anat PP. 49
Tahun 2019 Tentang Menajemen Pegawai Pemerintah dengan Perlanjian
Keda dan dinyatakan Iulus, namun sampai permohonan a quo didaftarkan,
kepastian Nomor Induk Pegawai(NIP) PPPK. kepada Pemohon tidak juga
dikeluarkan, tidak hanya kepada pemohon permasalahan PPPK yang tidak
at!a kepastian mendapatkari NIP PPPK tersebut. juga tenadi kepada seiuruh
peserta yang dinyatakan Iulus PPPK, padahaldalam Pasa1 29 Ayat 4. PP. 49
tahun 2018 tersebut denganjelas men^atakan "Penerbitan nomorindukPPPK
sebagaimana dimaksudpada ayat(4) direrima o1eh PPKpaling lama 25 (dua
puluh 11ina) bankeiy'a seiak waktu penyampaian"

d. Bahwa Pemohon N(Nurullndriasih) adalah Tenaga Kesehatan (Perawat) of
lingkungan Puskesmas Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan tahapan
test, sehingga dinyatakan Mus pada tahun 2006, haltersebut berdasarkan
kebutuhan tenaga perawat di Puskesmas tempat Pemohon bekeria.

Bahwa Pemohon N hanya of SK- kan o1eh Kepala RUSKesmas dan tidak
sampai kepada SK Kepala Dinas Kesehatan, karena haltersebutterbentur

^
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aturan perundangan-undangan, sebab daiam PP 48 tahun 2005 pada pasa1 8
dinyatakan secara jelas "Sell^Ik diretapkannya peraturan inj semua pelabat
pembina kepegawaian dan p^jabat lain dinhgkungan instansi, dilarang
mengangkat tenaga honorer atau yang sei'enis, kecuali ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Bahwa walaupun ada pelarangan daiam peraturan pemerintah tersebut, pada
Kenyataanya berbagai daerah kekurangan tenaga kesehatan, sehingga
prakteknye perekrutan tenaga honorer masih tetiadi, halinijuga dikarenaKan
tidak adanya sanksi daiam peraturan pemerintah tersebut, Sehingga Pejabat
Reinbina kepegawaian dan pejabat lain terkesan kurangnya keterbukaan
dalam merekruttenaga honorer, baik tenaga administrasi, kependidikan dan
kesehatan, para tenaga nohorermer!dapat Upak} dibawa*} ketentuar} Upah
Minimum Regional/Upah Minimum Provinsi.

Bahwa Pemohon N tidak berdiam din untuk mendapatkan SK yang Iebih
meminki kepastian, pemohon mengadukan riasib kepada DPRD setempat
untuk dapat dipetiuangkan atas kepastian riasib da!am hai SK pemohon, ,lagi-
lagi baik DPRD, Kepala daerah ataupun DPR Rl selalu beadalih bahwa hal
tersebut menunggu'regulasi pusat. Sampai akhirnya keberadaan pemohon
ada namun' tidak ada kepastian secara hukum, tidak diupah layak, tidak
dilindungijaminan SOSial.

Bahwa Reinohon N barulah ada sedikit keringanan pada I Januari 2019 yang
inaria ada program pemerintah daerah untuk layanan kesehatan dipuskesmas
dan Rumah Urnum Sakit Daerah daiam bentuk. BLUD ((Badan Layanan Urnum
Daerah). Atas dasar haltersebut pemohon meminta kepada daerah untuk
meinperltiangkan agar kiranya tenaga kesehatan yang SLtdah puluhan tahun
mengabdiini dapat terakomodir pada program BLUD tersebut, dan
A1hamdullah Pemohon N dan rekan-rekan tenaga kesehatan se kabuptaen
Sukohado, bisa terakomodir daiam program tersebut. Walau tidak sempuma
bahagia, setidaKnya ada keriaikan upah walau hanya Rp, I. 800,000 dari
seselumnya Rp. 500.000

Bahwa Pemohon N adalah Tenaga Kesehatan seiak tahun 2006 sampai
dengan saatini dengan masa pengabdian 13 Tahun, namun kesempatan
pemohon untuk ikut se!eksi CPNS terhalang o1eh aturan hanya karena
pemohon tidak termasuk tenaga honorer eks aktegoril! sebagaimana
penjelasan huruf F. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN
KEBUTUHAN (FORMASl) KHUSUS. Pada point hurufl angka (1) usIa paing
tinggi35 tahun pada tanggali Agustus 2078 masih akt^fbekeda secara terus
ram;erussampaisekarang;(h)Penga!amanketyase/amaminima170(sepuluh)
tohun dan telus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan
dan Eks Tenaga Honorer Kategori-// difetapkan sebagai pengganti Seieksi
KompetensiBidang. Dengan berlakunya Peraturan Meriteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipii dan
Pelaksaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sebagai aturan

*
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pelaksana dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014'tentang Aparatur Sipil
negara hak konstitusiona! pemohon sebagaitenaga honorertidak terpenuhi.

Bahwa Reinoho, } I-V init;dak bisa mengikt;ti seieksi CPNS sebagaimana
amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena
Pemohon N tidak termasuk honorer Kategorill, selain iru Pemohon IV juga
tidak bisa mengikuti seieksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019
sebagaiturunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon
Vltidak termasuk honorer kategorill padaha! sebagaimana am anat UU No. 5
tahun 2014, PPPKtersebut diperuntukkan untuk pelamar urnum, bukan hanya
untuk honorer eks Kategorill

e. Bahwa Pemohon V (Deby Sumtno) adalah guru honorer di kabupaten
Wonogiri TMT I agustus 2007

Bahwa dalam meIaksanakan tugas sebagai guru Pemohon V mendapatkan
upah Rp. 400,000 perbulan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-han
terpaksa pemohon V harus mencari keria serabutan dan menjadi supirtruk
pasir di desa Pemohon.

Bahwa Pemohon V tidak bisa mengikuti seieksi CPNS sebagaimana am anat
UU No. 5 tahun 20.4 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Reinohon V
tidak termasuk honorer Kategorill, selain iru Pemohon V juga tidak bisa
mengikuti seieksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2009 sebagai
turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon Vltidak
termasuk honorer kategorill padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun
20.4, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar urnum, bukan hanya untuk
honorer eks kategorill

f. Bahwa Reinohon Vl(Sukma Urnbara) adalah guru honorer di kabupaten
Indramayu Jawa Barat seiak 7 Sptember 2005 sampai dengan saatini, dan
dalam menialankan tugasnya Pemohon Vl mendapatkan upah sebesar Rp.
500,000 perbulan.

Bahwa Pemohon Vlwalaupun beketia padatahun2005tetapitidakbisa masuk
honorer Kl ataupun K 11, karena TMT pemohon VltidaK I Ianuari 2005, alas
halitupu!a Reinohon Vl harus rela dinnggalkan atau diceraikan istri karena
ketidakpastiannasib dan upahyangtidakbisamencukupikebutuhan kernarga,
Pasrah tapitak rela, begitulah situasi yang dihadapi o1eh pemohn V! saatitu

Bahwa dalam ketidakmenentuan riasib dan tidak adanya aturan yang bisa
mengangkat harkat inariabat pemohon sebagai guru yang mengabdi kepada
bangsa dan negara, pemohon Vl pernah meIakuKan aKsitunggaljalan kaki
Indramayu-Jakarta pada tahun 20.8 Ialu untuk menyuarakan bahwa riasib
guru honorer dan honorer lainnya sungguh sangat ironis, pedalarian itu
beltujuan menyampaikan aspirasi pemohon kepada Presiden Rl. Dan dalam
pedalarian itu Reinohon menampung surat honorer dan daerah yang dilintasi
untuk disampaikan kepada Presiden, singkatnya aksitunggal pemohon Vl
sukses meinbuat haru biru media tanah air atau viral Kernana-inaria, namun ^;

1.0
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hasilnyaCuma sekedar viral, sebab sampai permohonan a quo diajukan
kebijaKan yang ada buKanlah solusi untuk memerdekaan honorerlOO%

Bahwa wala{, pun surat, yang diba\ah perl;ohon, selama dalam 81<situnggalitu
sudah diserahkan ke 1staria Presiden dan pemohon Vl sudah bertemu singkat
dengan Presiden Rl pada puncak peringatan hari guru, kebijakan yang
dike!uarkan tidaklah meinihaK kepada kepentingan pemohon Vl dan honorer
pada urnumnya.

Bahwa Reinohon Vimitidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana
amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/20,8, hanya katena
Pemohon N tidak termasuk honorer Kategorill, selain itu Pemohon Vljuga
tidak bisa mengiKuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 20.9
sebagaiturunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon
Vttidak termasuk honorer kategorill padahal sebagaimana am anat UU No. 5
tohun 2014, PPPKtersebut diperuntukkan untok petamar urnum, bukan hanya
untuk honorer eks kategorill

g. Bahwa Reinohon Vll(RODENl) adaiah guru honorer SD Negeri Setrajaya
Kabupaten Pandeglang Provinsi banten TMT seiak 16 Juli 2004 sampai
dengan sekarang daiam halini pemohon Vlljuga masuk ke dalam honorer
kategorill sebagaimana amanat PP 56 tahun 2012,

Bahwa Pemohon Vll sudah mengabdi selama 15 tahun, tetapi dengan
diberlakukan pembatasan usia pada aruran turunan UU AsN yakni pada
Peraturan Mentori Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BITokrasi
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan
Kebtit^han Pega\aiNegeriSipildariPelaf<saaiiSeleksiCaloriPegawaiNegeri
Sipil Tahun 2018 pada penjelasan huruf F. KETENTUAN DAN
PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASl) KHUSUS. Pada
point hurufl angka (1) usIa paing tihggi35 tabun pada tanggalf Agustus 2078
masih akt^fbekeij^ secara tenis menerus sampaisekarang; (h) Pengalaman
ken'a se/ama minimal 10 (sepuluh) tahun dan tenis menerus menj'adj Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kesehatan dan Eks Tenaga Honorer Kategori-11
oftetapkan sebagai pengganti Seieksi Kompetensi Bidang. Jeiaslah hal
tersebut merugikan hak Konstitusional Pemohon

Bahwa kerugian Pemohon Vll pada perekrutan PPPK sebagaimana am anat
PP 49 tahun 2018 tentang menajemen PPPK pemohon Vlltidak pula
diperbo!ehkan mengikuti seleksi, pada'hal pemohon Vll adalah guru honorer
kategorill, Reinenntah kabupaten beralasan saat itu karena Pemohon Vll
s{{<:8+^ {;^e!e!A4ati A3atas <1s;a, I^ada. .';81 secs{:a jelas -at{*,"an t;dak 4:14e^r^SI:at^a, ,\
batas usia bagi pelamar PPPK

h. Bahwa Pemohon Vlll(ANA RAHMl) adalah perawat of Kabupaten OKU
Sematera Seiatan TMTsejak3 Januari2005 sampaidengan sekarang dengan
pengabdian selama 14 tahun dan dengan upah daiam bentuk uang
transportasi sebsar Rp. 150,000 perbulan.
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Bahwa pemohon Vllltidak masuk honorer kate on I atau kategorill walau
TMT pemohon ada!ah 3 Januari2005

~a;.-.^#a Tel^, rebel:; Vin init-1<1a1< ,!3;sa ripe, >A';<t, ,*' oe! 1< I AD. !*;Q I-. ~ 1.7, n
amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, ha k
Pemohon Vllltidak termasuk honorer Kategorill, selain itu Pem h Vl'
tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 t h
sebagaiturunan UU No. 5 tahun 2014juga terganjalhan a karena P h
Wiltidak termasuk honorer kategorill padahal sebagaimana am t UU N
5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk elamar urn , b k
hanya untuk honorer eks kategorill

Bahwa Reinohon IX (YAZID BUSTHAMl, S, Pd) adalah guru honorer di
Kabupaten HUIU Sungai Utara Kalimantan Selatan TMT se'ak tah 2005 d'
SDN Panawakan, kerndudian pemohon dipindahtugaskan ke SDN C k
pada tahun 2006 sampai dengan saatini

Bahwa Pemohon IX initidak bisa mengikuti seleksi CPNS seba a'
amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, han a kar
Pemohon IX tidak termasuk honorer 1<ategorill, selain itu Pemohon IX '
tidak bisa mengikuti seieksi PPPK sebagaimana am anat PP 49 tahun 2019
sebagaiturunan UU. No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Reinohon
,A tit;rav\ t^IT, ,asirr\, 10'1^GI'eT, \at~','e' " ~~~'~,'-' ~~',-*-'-,,-e- ----*J- J. J, L, e .

tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untok pelamar urnum, bukan ha
untuk honorer eks kategorill

Bahw^I Pemohon X (RULLY TOMAYAHU, S. Si) adalah pegawai honorer di
'L;,';, TaS ~^;'Ig',\*:;I', gal^ +='rid{;I'> 4'. 81^:'^;:"'*"' ''4"' '^">.",.,, 6-1^ D. ,?,>... 4166. : I^,>,:,>.,>+ . I,

Bahwa Reinohon Xinitidak bisa mengikutiseieksiCPNSsebagaimanaamanat
UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon X
tidak termasuk honorer Kategorill, seiain iru Pemohon X U a tidak bi
in. 1.1ei'1971^'erri'S'e'rel<SI FF'P+< 'S^bag'a'in'Iai~Ia antai'Iai, p, F' 4.9 I-,,--, 664A ,_.-L, ,,_*
turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjai hanya karena Pemohon Vltidak
termasuk honorer kalegorill padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun
2004, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar urnum, bukan han a untuk
honorer eks kategorill

Bahwa Pemohon XI(RINA JELITA E. NAINGGOLAN)adalah guru honorer
Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) SDN 091325 Merek Raya Simalungun Utara
Provinsi Sumatera Utara

o'ai'i^Va .~errr^ii'1071 A'I'ii', I Tiua+< 'bis'a in'I~~~"";"" ,~.-'-'~., I. r, L, A ,_._,__,,__,_

amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/20,8, han a karena
Pemohon kitidak termasuk honorer Kategorill, seiain itu Pemohon X U
tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019
sebagaiturunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon
Vltidak termasuk honorer kategorill padahal sebagaimana am anat UU No. 5
tahun 20.4, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar urnum, bukan han a
untukhonorerekskategorili '
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Bahwa Pemohon XII(M. YANl) adalah Tenaga honorer chiingkungan Biro
Kesramas Setda Provinsi Jambi TMT seiak Ijanuari 2005 sampai dengan
saaat ini

Bahwa pemohon XII adalah tenaga honorer yang masuk data base Badan
Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana amanat PP 48 Tahun 2005

Bahwa Pemohon XII seharusnya sudah menjadi CPNS pada tahun 2009
sebagaimana daftar antrian pada saat iru, namun berkas pengajuan NIP
pemohon dan beberapa honorerdilingkup keria pemohon ditolak BKN dengan
alasan Pemohon bekerta of Iuarlnstansi Pemerintah sebagaimana amanat PP
43 tahun 2007 yang inaria dalam PR tersebut mengatur tentang klasifikasi
Instansi pemerintah, namun allain hal, honorer yang sama persis dengan
pemohon di angkattanpa diberlakukan aturan serupa,

Bahwa Pemohon XIItelah meIakukan protes meIaiuiberbagaicara, surat, sena
langkah dari pemerintah daerah meIaiui surat. Gubernur Jambi dan pejabat
pembina Kepegawaian, meIalui Rapat Dengar pendapat di DPR Rl. kernudian

.Gubernur Jambi menghadap langsung kepada Menpan & RB, namun
permasalahan yang .dihadapi pemohon XIItidak menemukan solusi, sampai
kepada akhirnya Pemohon 11 dengan 33 honorer Database tahun 2005 ini
mengajukan Gugagatan Tata Usaha Negara of PTUN Jakarta, namun lagi-lagi
permohonan pemohon masih belum dikabulkan dengan amar putusan
"Gugatan tidak dapat diterima"alias NO

Bahwa pada gugatan PTUN pemohon XIIjuga chielaskan o1eh SaKsiAhli BKN
saatitu, bahwa para pemohon ataupun honoreryang tersisa saatini, pasca PP
56 Tahun 20.2 dan berlakunya UU No. 5 tahun 2014 menurut Saksi Ahli dan
unsur BKN tersebut menyatakan "Bahwa Tenaga honoreryang memohonkan
tersebutatautenagahonoreryangtersisa saatintidakdimungkinkan/agiuntuk
changkat menj^, di GPNS, mengingat halltu sudah dilakukan beadasarkan PP
48tahun 2005Jo. PP43 tahun 2007dan PP56tahun 2012, dan honoreryang

torsisa saatinitidakmungkinpula untokdiakomodirdalam-PPPKsebagaimana
amanat UUN05tahun 2014, karena Uutersebuttidakmengaturha/demikian"
Begitulah penjelasan saKsi ahli ketika itu yang merupakan Direktur perundang-
undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

in, Bahwa Pemohon XIIl(FITRIA WAHYU PINASTl) adalah guru honorer di
lingkuan Kabupaten Grobogan JawaTengah TMT 14 Juli20i4sampaidengan
saatini dan digaji dengan upah sebesar Rp, 150,000 yang dibayarkan 3 bulan
sekali meIalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bahwa Pemohon XIIl dengan upah sebagaimana dijelaskan pada point 45 of
atas, guna menutupi biaya sekolah ariak, pemohon sepulang mengajar
bedualan dengan cara online segala macam keperluan wariita. Sebab
pembayaran gaji yang towulan tersebut sangat mustahil ditunggu untuk
pemenuhan kebutuhan sehari-han

Bahwa Pemohon XIIlinitidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana
amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/20,8, hanya karena
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Reinohon XIIl tidak termasuk honorer Kategorill, selain itu Pemohon X juga
tidak bisa mengiKuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019
sebagaiturunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon
Vllltidak termasuk honorer kategorill padahal sebagaimana amanat UU No.
5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar urnum, bukan
hanya untuk honorer eks kategorill

n. Bahwa Pemohon XIV (LUTGARDIS M. NIMAT) adalah guru honorer yang di
angkat o1eh Bupati inariggarai Barat Berdasarkan SK Bupati TMT 11anuari
2005 dan bekeria hingga saatinisebagai guru SD Inpres Ngorong Kotak

Biahwa Pemohon XIV ini seharusnya masuk ke dalam pendataan honorer
daerah sebagaimana amanat PR 48 tahun 2005, namun sayangnya pemohon
XIIt tidak diusulkan atau tidaK terakomodir datam pengusulan data honorer
sehingga pemohon XIIl hanya bisa pasrah tiada beadaya untuk meIakukan
banding agardata pemohon bisa masuk ke daiam pengusulan, sebab menurut
pemerintah waktunya sudah habis

Bahwa tidak beThenti sampai di situ, pada saat pendataan ulang honorer
berdasatKan Surat Edaran Mentori Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Bitoksi Nomor 05 tahun 2010 ( SE Menpan 05/2010) tentang
pendataan ulang tenaga honorer, Pemohon XIV juga tidak teraKomdir dan
diusulkan, tentulah Pemohon tidak beadiam dirt, pada saat tim verifikasi dan
pusatturun ke daerah, Pemohon mendatangitim verifikasi guna menanyakan
mengapa nama Pemohon tidak juga in uricul pada pendataan ulang tersebut,
dan pada saat itu jin verifikasi mengatakan "Maaf Ibu, Ibu tidak bi^a lagi
of USUI!:an, karena musudah tellambat, seharusnya menhatbeil<as, Ibu masuk
ke daiam Honorerkategon^, tapibagaimana lagiwaktunya sudah habi^

Bahwa verifikasi utang pasal I seharusnya dapat mengakomodir haK-hak
. pegawai honorer yang belum terdata, tapi pada Kenyataannya verifikasi hanya
dilakukan of hotel saia, buKan kepada meIihat langsung Ke tempat-tempat of
inaria tenaga honoreritu ditugaskan

Bahwa dengan berlakunya UU AsN tidak pula meinbuka peluang pemohon
XIV untuk diangkat menjadi CPNS, sebab pemohon tidak termasuk dalem
honorer kategori apepun, inau mengikuti seieksi dan jalur urnum, usia sudah
damarsa, inau ikut seleksi PPPK bukan dan bansan honorer k 11 pu!a, sehingga
tenutup sudah harapan untuk mendapatkan hak pemohon kernbali

Bahwa yang paling mendasar Pemohon XIV initidak bisa mengikuti seleksi
GPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/20,8,
hanya karena Pemohon XIV tidak termasuk honorer Kategorill, selain iru
Pemohon X juga tidak bisa mengikuti seieksi PPPK sebagaimana amanat PP
49 tahun 20.9 sebagaiturunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjat hanya
karena Pemohon XIVtidaktermasuk honorer kategorill padahalsebagaimana
am anat UU No. 5 tahun 20'14, PPPK tersebut diperuntukkan untuk petamar
urnum, bukan hanya untuk honorer eks kategorill ;\
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o. Bahwa Reinohon XV (HORAS MARINGAN ) adalah guru honorer yang
bekeria di SMK Negeri 5 Tanjung Baiai Sumatera Utara TMT I Juli 2007
sampaidengan saatini

Bahwa Pemohon XVtidak bisa mengikutiseleksi CPNS sebagaimana amanat
UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XV
tidaK termasuk honorer Kategorill, seiain iru Pemohon X juga tidaK bisa
mengikuti seieksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai
turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya Karena Reinohon XV tidak
termasuk honorer kategorill padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun
2014, PPPK tersebut diperuntukkan untok pelamar urnum, bukan hanya untuk
honorer eks kategorill

p. Bahwa Pemohon XVl(ROSMAWAR) adalah Guru Honorer di SDN I Saree
Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh TMT
seiak 11anuari 2008 sampai dengan aaat ini, dengan masa pengabdian 11
tahun

Bahwa Reinohon XVltidak bisa mengikutiseleksiCPNS sebagaimana amanat
UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XV
tidak termasuk honorer Kategorill, seiain itu Reinohon XVljuga tidak bisa
mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 20.9 sebagai
toriinan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjaihanya harena PemohonXV tidak
termasuk honorer kategorill padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun
2014, PPPK tersebut diperuntuKkan untuk pelamar urnum, bukan hanya untuk
honorer eks kategorill

q. Bah\a Pemohon XVll(ZONTRISMAN ) adalah Guru Honorer allingkungan
Provinsi Kepulauan Riau yang di SK-kan o1eh Gubernur Kepulauan Rian dan
beketia of sebagai Guru Honorer of SMP Negeri 3 Tanjung Pinang pada saat
awal oenugasan pada tahun 2010 TMT I April 2010 yang kernudian saatini
pemohon XVll bertugas of SMK Negeri 2 Tanjung Pinang

Bahwa Reinohon XVlltidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana
amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/20,8, hanya karena
Pemohon XVlltidaktermasuk honorer Kategorill, setain itu Pemohon XVlljuga
tidaK bisa mengikuti seieksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019
sebagaiturunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon
XVllltidak termasuk honorer kategorill padahal sebagaimana amanat UU No.
5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar urnum, bukan
hanya untuk honorer eks kategorill

r. Bahwa Pemohon XVlll(GHOLIB) adalah Guru Honorer di Provinsi Riau yang
diangkat o1eh Gubernur Riau.

Bahwa Pemohon XVlll adalah guru honorer yang sepanjang hidupnya
mengabdikan din menjadi guru, namun sampai pada usia senja pemohon
aturan yang dikeluarkan pemerintah selama initidaKlah dapat mengakomidir
hak pemohon, sehingganya kepastian riasib pemohon tidak pemah
terakomodir o1eh aturan-aturan yang ada
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Bahwa Pemohon XVllltidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana
amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/20t8, hanya karena
Pemohon XVllltidaK termasuk honorer Kategorill, seiain itu Pemohon XVlll
juga tidak bisa mengikuti seieksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun
2019 sebagaiturunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena
Pemohon XVllltidaK termasuk honorer kategorill padahal sebagaimana
amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar
urnum, bukan hanya untuk honorereks kategorill

s. Bahwa Reinohon XIX (SITI ASMAWATl) adalah guru honorer allingkungan
Kabupaten Doinpu Provinsi Nusa Tenggara Barat TMT seiak I Agustus 2007
sampai dengan saatini

Bahwa Reinohon XIXtidak bisa mengikutiseleksiCPNS sebagaimana amanat
UU No. 5tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XVlll
tidak termasuk honorer Kategorill, selain iru Pemohon XVllljuga tidak bisa
mengikuti seieksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai
tuttinan UU No. 5tahun 20t4jugaterganjalhanya 1<arena P'emohon XVilltidak
termasuk honorer kategorill padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun
2014, PPPKtersebut diperuntukkan untuk pelamar urnum, bukan hanya untuk
honorer ekS kategorill,

8. Bahwa beadasarkan penjelasan diatas nyata Para Pemohon yang merupakan
tenaga honorer atau sebutan lain seienis memenuhi syarat untuk menjadi
pemohon daiam pengujian konstitusionalitas UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (UUASN);

HAKPARA PEMOHONYANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945;

9. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mein punyai hak serta kepentingan yang sama daiam permohonan ini, terutama
hak dan Kepentingan konstitusionalnya sebagai berikut :

a. Para Pemohon meiniliki hak konstitusional yang diberikan aleh UUD 1945
meIalui pasal-pasal sebagai berikut :
i. Pasa127ayat(2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas peKerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kernanusiaan.

ii. Pasa1280ayat(2)

Setiap orang berhak untuk bekeria sena mendapatimbalan dan perlakuan
yang adj! dan layak daiam hubLingan keria.

iii. Pasai281ayat(2)

Setiap orang bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan beinak mendapatkan perlindungan terhadap perlaKuan yang
bersifat diskriminatif itu.

\.

\
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iv. Pasa128 layat(4)

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan haK asasi inariusia
adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

b. Bahwa Para Pemohon telah bekefja pada/atau dipekedakan o1eh pemerintah
meIalui pemerintah daerah masing-masing Pemohon dengan menerima
jinbalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan
waktu yang bervariasi, antara lain inulai beketia seiak 2 Januari 1996
(Reinohon 111) sampai dengan 14 Juli 2014 (Pemohon XIIl), status hubungan
keda Para Pemohon antara lain sebagai Tenaga Honorer, Guru Tidak Tetap
(GTT), guru bantu, tenaga sukarela, pegawaitidaKtetap dan sebutan lain yang
seienis;

19

c. Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana objek permohonan aquo,
inaka Para Reinohon kehitangan kesempatan untuk menjadi PNS atau AsN,
namun yang Iebih merugikan adalah Para Pemohon kehilangan hak atas
kepastian serta kesinambungan dalam hubungan kedayang nyata beadampak
pada kepastian dan kesinambungan nafkah yang merupakan hak dasar

seluruh warga negara, halmana daiam statusnya saatini Para Pemohon dapat
saia dihentikan atau tidak diperpanjang hubungan kerianya tanpa adanya
jaminan kelangsungan hidup sebagaimana skema kompensasi pHK pada
sektor swasta

10. Bahwa daiam Pasa1 8 Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 Tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, yang berbunyi

"Sei^k ditetapkannya Peraturan Peme!intoh inj semua Pelabat Pembina
Kepegawaian dan pel'abatlain dinngkungan instansj dilarang mengangkat
tenaga honorer atau yang sei^nis, keoua/i ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah"

NYata dantegas bagiRejabat Pembina Kepegawaian atau pejabatlain dinstansi
Pemerintahan Daerah di semua tingkatan diatur jarangan untuk mengangkat
Tenaga Honorer, Guru Bantu, Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lain seienis.
Halmana jarangan tersebut secara sadar dan sengaja diterobos atau dilanggar
karena kebutuhan nyata guna mengisi POSisi atau jabatan fungsional sehingga
Pelabat Pembina Kepegawaian pelabatlainnya chiingkungan InstansiPemerintah
Daerah mengangkat atau mengeluarkan Formasitenaga honorer atau sebutan
lain seienis untuk mengisi kekosongan pada POSisi-POSisitertentu seperti Tenaga
Pendidik atau Tenaga Kesehatan;

11. Bahwa Para Pemohon menganggap Hak Konstitusionalnya dirugikan o1eh
ketentuan Pasa1 6, Pasa1 58 ayat(I) dan Pasa1 99 ayat (1) dan ayat (2) UUASN,
adapun inuatan pasai yang menjadi obiek permohonan ini adalah:

. Pasa16

PegawaiASN terdiri atas:
a. PNS; dan
b. PPPK.

\
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o Pasa1 58

Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan
Administrasi dan/atau Jabatan Fungsionai dalam suatu Instansi Pemerintah.

o

(2) Untuk diang!<at inertadi colon PNS, PPPK harus mengikuti semua
proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Bahwa hak Para Pemohon sebagaimana diberikan o1eh UUD 1945 meIalui Pasal
27 ayat(2), Pasa128 D ayat(2), Pasa128 I ayat(2) dan Pasa128 I ayat(4) Undang-
Undang Dasar 1945, ternyata dirugikan o1eh berlakunya UU AsN, halmana
hubungan antara keberlakuan UU AsN dengan kerugian Konstitusional Para
Pemohon sebagai berikut:

Pasa1 99

(1) PPPK tidak dapat diangKat secara otomatis menjadi calon PNS.

\

No

Pasa16

Pegawai AsN terqiri atas:
a. PNS; dan
b. PPPK.

Keberlakuan Pasal

2

Para Pemohon mengalami kerugian
Konstitusional atas hilangnya
kesempatan dan status untuk dapat
di kalegorikan .AsN wa!aupun
menialankan Jabatan dan fungsi
yang sama dengan PNS dan PPPK
apabila pasalini dimaknai dengan
menghilangkan hak Para Pemohon
untuk dapat dikategorikan sebagai
AsN.

Kerugian Pemohon

(4) Pengadaan PNS merupakan
kegiatan untuk mengisi

Jabatankebutuhan
Administrasi dan I atau
Jabatan Fungsional dalam
suatu Instansi Pemerintah.

Pasa1 58 Para Pemohon mengalami kerugian
Konstitusional terkait hilangnya

kesempatan untuk menjadi CPNS
atau AsN sepanjang pasaiini
dimaknai dengan menghilangkan
kesempatan Para Pemohon untuk
menjadi GPNS atau AsN meIalui
suatu aturan rekrutmen khusus

untuK mengakomodir hak Para
Pemohon yang berasal dan tenaga
honorer atau sebutan lain yang
seienis.

1.8



.
. ,.

.,:.^mint^,. Gif^,. ^^L. I^",', I^,. I^' in, IEC. :Jin
KONFEDERASISERIKAT BURUH SEJAHTERAINDONESIA

( LBH - KSBSl)
Sekretariat :, I. Tanah Tinggill No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone :(02/1424 9063, 4280 2620 Fax :(02/14280Z59Z Web : WWW, sbsimp. coin ; E-mail; sbsiinp2012@ginail. coin

3 Pasa1 99

(1) PPPK tidak dapat diangkat
secara otomatis menjadi
colon PNS.

(2)) Untuk diangkat menjadi
calon PNS, PPPK harus
mengikuti semua proses
seieksi yang diiaksanakan
bagi calon PNS dan sesuai

ketentuandengan
peraturan perundang"
undangan.

13. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, inaka terbuka kernungkinan
kerugian hak Konstitusional seperti yang didajilkan tidak akan atau tidak lagi
to^adj;

Para Pemohon mengalami kerugian
kehilangankonstitusional

kesempatan untuk menjadi CPNS
atau AsN apabila pasa! ini dimaknai
dengan menghilangkan kesempatan
Para Pemohon untuK diangkat
meIaiui rekrutmen khusus CPNS

yang berasal dari tenaga honorer
atau sebutan lain yang seienis.

14, Bahwa menurut Para pemohon Pasa1 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara telah menyebabkan Para Pemohon tidak meiniliki
dasar hukum yangjelas, mengenaistatus Para Pemohon sebagaitenaga Honorer
.atau sebutan lain seienis dalam sistem kepegawaian negara, walaupun
menialan kan jabatan atau fungsiyang sama dengan AsN;

15. Bahwa pasal-pasal UU AsN yang dimohonKan dalam permohonan aquo telah
menyebabKan Para Pemohon yang berstatus tenaga honorer atau sebutan lain
seienis dengan masa bakti yang cukup lama telah kehilangan kesempatan untuk
menjadi CPNS I PNS meIalui suatu proses rekrutmen khusus ;

16. Bahwa dengan tidaKdapatnya para Pemohon untukdiangkatsecaraotomatis atau
diangkat meIaluijalur khusus/rekrutmen khusus untuk menjadi PNS, artinya Para
termohon harus mengikuti seleksi PNS meIaluijalur urnum. Sedangkan Para
Reinohon untuk menjaditenaga honorer atau PPPKte!ah meIaluitahapan seieksi
baik akademik dan kompetensi bidang;

17. Bahwa Pemohon 111 Muhammad Nur Rainbe adalah tenaga honorer yang telah

mengikuti dan Iulus seleksire!<rutmen PPPK pada tahun 2019, namun tidak atau
belum mendapatkan Nomorlnduk PPPK hingga saat permohonan inich daftarkan,
walaupun penerbitan nomorinduk PPPK telah diatur secara jelas pada Pasa1 29
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang
Mariajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perlanjian Keda;

18. Bahwa dengan mengingat kebutuhan, tugas dan masa keria Para Pemohon,
seharusnya pemerintah dapat meinpertimbangkan untuk mengangkat Para
Pemohon sebagai CPNS tanpa meIaiui seieksi urnum Penerimaan PNS atau
meIaiL!trekrutmen khusus sebagaimana pemah dilaku;<an o1eh Pemerintah pada \
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kurun waktu 2005-2014 pada rekan seiawat Para PemohOn yang bemasib Iebih
beruntung;

19. Bahwa apabila kesempatan untuk menjadi GPNS hanya meIaiuijalur urnum, inaka
Para Pemohon telah gagal dalam seleksipada tingkatadministratifmengingat usia
dari Para Reinohon yang telah Iewat dan batas syarat usia yang ditentukan dan
atau ketidakpastian akan pelaksanaan proses rekrutmen o1eh negara/pemerintah;

20. Bahwa dengan demikian Para Pemohon nyata adalah pihakyang mein punyai
kedudukan hukum dan kepentingan Konstitusional untuk mengajukan
permohonan ini;

1/1. ALASAN -ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS.

21. Bahwa pada prinsipnya permohonan ini diajuKan berdasarkan keyakinan Para
Pemohon atas kerugian konstitusionalnya, kerugian inaria ditimbulkan akibat
berlakunya Pasa1 6, Pasa1 58 ayat(I) dan Pasa1 99 ayat(I) dan ayat(2) UUASN,
yang apabila permohonan inI dikabulkan inaka terbuka kesempatan bagi Para
Pemohon untuk mengupayakan pemulihan atas kerugian Konstutusional yang
dialaminya;

22. Bahwa para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak Konstitusionainya yang
dianggap dirugikan o1eh ber!akunya norma undang"undang yang dimohonkan
pengujian, of inaria kerugian dimaksud timbuldariadanya hubungan kausalantara
norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialamioleh para
Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan inaka kerugian dimeksud
tidak akan tedadi atau akan dapat dipulihkan, dengan demikian tenepas dart
terbukti atau tidaKnya inkonstitusionalitas norma UUASN yang dimohonkan
pengujiannya;

23. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasa1 6 UUASN, teleh menimbulKan
ketidakpastian hukum o1eh karenanya bertentangan dengan Pasa1 27 ayat (2),
Pasa1 280 ayat (2), Pasa1 281 ayat (2) dan Pasa1 281 ayat(4) Undang - Undang
Dasar 1945, menurut Para Pemohon ketentuan aquo seharusnya dimaknai
dengan mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang seienis
sebagai Pegawai AsN Sehingga kurang Iengkapnya materi inuatan Pasa1 6
UUASN tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum
(!egal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice), karena Iebih cenderung
meIindungi Penerimaan CPNS danja!ur Urnum;

24.8ahwa materi inuatan Pasa1 6 UUASN mengabaikan hak-hak konstitusional
tenaga honorer atau sebutan lain seienis termasuk Para Pemohon, halmana
dengan meIakukan pekerjaan dan sumber pembiayaan yang sama seharusnya
para tenaga honorer juga digolongkan sebagaiASN;

\
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25. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasa1 58 ayat'(,) Undang-Undang a
quo, khususnya sepanjang frasa 'Pengadaan PNS' telah menimbulkan
ketidakpastian hukum o1eh karenanya beltentangan dengan Pasa1 27 ayat (2)
Undang - Undang Dasar, 945;menurut Para Pemohon Pasa158 ayat(I) Undang-
Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi
"Pengadaan PNS merupakan kegiatan untok mengisi kebutuhan Jabatan
Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional daiam suatu Instansi Pemerintah"
seharusnya dimaknai dengan memberikan kesempatan tenaga honorer atau
sebutan lain seienis menjadi CPNS meIalui suatu rekrutmen khusus;

26. Bahwa menurut para Reinohon ketentuan Pasa1 99 ayat(,) dan ayat(2) Undang-
Undang a quo, khususnya sepanjang frasa "PPPK tidak dapat diangkat secara
ofomatis menj'adj calon PNS': selfa fr'asa 'Untok di^rigkat menjtadi calon pNS,
PPPKharus mengikutisemua proses selek^yang dilaksanakan bagicalon PNS
telah menimbulkan tindakan diskriminasiserta hilangnyajaminan pemenuhan hak
asasi inariusia, o1eh karenanya bertentangan dengan Pasa1 281 ayat(2) dan ayat
(4) Undang - Undang Dasar 1945, sehingga menurut Para Pemohon Pasai 99
ayat(,)dan ayat(2) UUASNseharusnyadimaknaidengan pengecualian techadap
tenaga honorer atau sebutan lain seienis sena PPPK yang berasal dan tenaga
honorer;

27. Bahwa permohonan ini disusun untuk menunjukkan hal-hal sebagaimana berikut:
a. Hak Para Pemohon yang diberikan o1eh UUD 4945;

b. Kondisi hubungan ketia dan penghasilan Para Pemohon;

c. Perbandingan Kondisi Para Pemohon dengan AsN;

d. Perbandingan Kondisi Para Reinohon den!ian pekerja sektor swasta;

e. Kerugiah Konstitusional yang dialami Para Pemohon, dan

f. Harapan ParaPemohon

,

I^
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Kondisi Hubungan Keria Dan Penghasilan Para Pemohon

28. Bahwa hubungan keria, jaminan SOSial sena penghasilan Para Pemohon dapat
disarikan sebagai berikut

29

TabelPerbandingan UpahlHak Para Pemohon

Pemoho

n/

Vinlayah

Masa Ketia I

pengabdian

Januari

2006 I 14 thn

11

Perbandingan Penghasilan I Upah Minimum

2019 (Daiam Rupiah)

17 Juli 2007/

12 Thn

I I I

Pemohon

Januari2

1996/ 24 thn

Rp. 2,200,000

IV I Juni 2006/

13 Thn

Rp, 400,000

V

Rp. 2,750,000

AsN

Rp. 3,829,400

I Agustus

2007/12 Thn

Vl

Rp, 4,024,000

Rp. 1,380,000

,

Vll

05 Juli 2005/

14 thn

Swasta

Kepesertaan

Jaminan

SOSial

Rp. 4 jutaan

Rp. 2,888,263

16 Juli 2004/

15 thn

Rp. 250,000

Vlll

Rp. 5,000,000

Rp. ,, 742,04 5

Rp. 700.000

Januari3

2005/ ,4thn

Rp. 1.8,0,350

IX

TidaK ada

Rp. 2,700,000

Rp. 300,000

Januari

2005 1/4 Thn

Rp. 1,742,015

Tidak ada

Rp. 5.41 3,400

Rp. 150,000

Tidak ada

Rp. 1,742p15

Rp, 3,000,000

Rp. 300,000

Tidak ada

Rp. 4,810,350

Rp. 3,829,400

Tidakada

Rp. 2,460,968

Rp. 3 Jutaan

Tidak ada

Rp. 3.43,4/1

Tidak ada

Rp. 2,877,447

Tidak ada

Tidak ada

\
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Pemohon

I IAfilayah

Masa Kena I

pengabdian

Tabel Perbandingan Upah/Hak Para Pemohon

X I Februari

2008/11 Thn

XI

Perbandingan Penghasilan IUpah Minimum

2019 (Daiam Rupiah)

17 Juli 2004/

15 Thn

XII

Pemohon

XIIl

Rp. 2,050,00

I Januari

2005/14 Thn

XIV

Rp. 1,000,000

14 Juli

2014/5 Thn

AsN

Rp. 3,829,400

I ianuari

2005/14 thn

Rp. 1,350,00

XV

XVl

I Juli 2007/

12 Thn

Rp. 3 Jutaan

Rp. ,50,000

Swasta

XVll

I Januari

2008/ 11 thn

Kepesertaa

n Jaminan

SOSial

Rp, 2,586,900

Rp, ,, 800,000

Rp. 3,000,000

Will

I April 201 01

9 Thn

Rp. 2,500,000

Rp. 2,499,422

Rp, 4,050,000

XIX

I Februari

2008/11 Thn

Tidak ada

Rp. 700,000

Rp. 2,630,161

Rp. 4 Jutaan

, Agustus

2007/12 Thn

Rp. 2,200,000

Tidak ada

Rp. 1,742,015

Rp. 3 Jutaan

Perbandingan Hubungan KeriaAntara Pemohon Dengan AsN

30. Bahwa UU AsN telah mein perkenalkan 2 (dua) Jenis hubungan ketia bagi peKerja
yang bekeria sebagaipegawaipemerintahan atauASN, yaitu PegawaiNeg-eriSipil
(PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perlanjian Keria (PPPK);

31. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tenentu, diangkat sebagai Pegawai AsN secara tetap o1eh
pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukijabatan pemerintahan. PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarattertentu (Pasall angka 3
uu AsN);

Rp. 2,200,000

TidaK ada

Rp. ,, 945,902

Rp. 3 Jutaan

TidaK ada

Rp. 700,000

Rp. 2,499,422

Rp, 3 Jutaan

Rp. 3,829,400

Tidak ada

Rp. 3,165,030

Tidak ada

Rp. 3,005,383

Rp. 3 Jutaan

Tidak ada

Rp. 2,888,263

Ada

Rp. 2,183,883

Tidak ada

Tidak ada
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32. Bahwa Pegawai Pemerintah dengan Pedantian Keria (PPPK) adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tenentu, yang diangkat beadasarkan
penanjian keria untuk iangka waktu tenentu dalam rangka meIaKsanakan tugas
pemerintahan (Pasal, angka 4 UU AsN);

33. Bahwa hak/kesejahteraan yang diterima AsN sebagaimana Ketentuan UU AsN
adalah sebagai berikut :
Hak PNS

Pasa1 21

PNS beinak mein peroleh:
a. gali, tunjangan, dan fasilitas;
b. cuti;

c. jaminan pensiun danjaminan haritua;
d. perlindungan; dan
e. pengembangan kompetensi.

Hak PPPK

Pasa! 22

PPPK berhak mein peroleh:
a. gal dan tunjangan;
b. cuti;

c. perlindungan; dan
d. pengembangan kompetensi.

Walaupun terdapat perbedaan antara hak PNS dan PPPK berupa fasilitas,
jaminan pensiun dan jaminan han tua, namun setidaknya terdapat pengaturan
atas hak terkait, halmanajauh betoeda dengan hak Tenaga honorer atau sebutan
lain seienistermasukPara Pemohon yang tidakdiaturatau dilindungioleh undang-
undang atau peraturan inariapun yang beriaku chindonesia ;

34. Bahwa UUAS. N tidak menyebutkan mengenai status Para pemohon daiam
kedudukan tenaga Honorer, guru bantu atau sebutan lain yang seienis sebagai
bagian dariaparatur sipil negara, halmana status dan kepentingan Para Pemohon
tidak diatur daiam hukum POSitif inariapun namun keberadaannya nyata dan taK
terbantahkan;

35. Bahwa, dengan terbitnya UUASN, tenaga honorer atau sebutan lain seienis tidak
lagi mein^iki dasar hukum sehingga menimbu!kan ketidakjelasan status serta
hilangnya perlindungan tenaga honorer atau sebutan lain seienis termasuk
Pemohon, baik dalam sistem kepegawaian .neg'are, dalam sistem hukum
Ketenagakerjaan inaupun datam SIStem huKum lainnya yang berlaku allndonesia;

36. Bahwa prektek meinpekerjakan tenaga honorer pada instansi pemerintah pusat
inaupun daerah seiatinya ada karena kebutuhan atas pelaksanaan suatu
pekerjaan. Halmana praktek meinpekedaKan tenaga honorerte!ah urnum, meIuas
dan melibatkan sangat banyak tenaga honorer pada berbagai bidang atau jenis
pekedaan;

I
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37. Bahwa pemerintah beritiKad mein perbaiki kesejahteraan Serta status hubungan
keria para tenaga honorer dengan suatu penetapan menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipi!, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil,
halmana itikad tersebut nyata teraktualisasi me!alui peraturan-peraturan
sebagaimana berikut:

. PR 48 tahun 2005 tentang PengangKatan tenaga Honorer menjadi CPNS

. PP 43 tahun 2007 Perubahan atas PP 48 tahun 2005 tentang

Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS
. PP 56 tahun 2012 Perubahan keduan atas PP 48 tahun 2005 tentang

Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS

Halmana rangkaian aturan dan proses tersebutteiah mengangkat sekitar 864,060
orang tenaga honorer atau sebutan lain seienis pada periode 2005 - 2009 dan
209,872 pada periode 2010-20.4 (bkn. go. id. policybrief20,7).

38. Bahwa sebagian dan Para Pemohon tidaK mengikuti seleksi GPNS atau PPPK
karer, a terbentur persyaratan, namun terap dipekerjakan o1eh. pemerintah metalui
pemerintah daerah masing-masing untuk menialankan jabatan. dan fungsi AsN
serta'mendapatkan jinbalan yang bersumber dariAPBN atau APBD;

39. Bahwa paratenaga honorertersisayang belum diangkattermasuk Para Pemohon
tetap dipekedakan hingga dengan saat ini, halmana nyata tenaga dan keahlian
mereka masih tetap dibutuhkan o1eh pemerintah namun tanpa diberikan Kepastian
serta jaminan kesinambungan dalam hubungan keria sena nafkah;

40. Bahwa UnASN menambah riasib burr!k tenaga honorer dan sebutan lain seienis,
karena telah menghilangkan pengaturan seka!igus perlindungan bagi tenaga
honorertermasuk Pemohon yang sudah mengabdi dan memberIkan Kontribusi
waktu dan tenaga baik dinstansi pemerintahan pusat inaupun instansi
pemerintahan daerah;

41. Bahwa 'terbitnya UUASN juga telah mengubur impian para tenaga honorer
termasuk Para Reinohon untuk dapat diangkat sebagai CPNS, halmana UU AsN
tidak mengatur suatu sistem pera!ihan dan aturan sebelumnya terutama tentang
proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS;

42. Bahwa UU AsN menghentikan atau mein batalkan proses pengangkatan Tenaga
Honorertermasuk Para Pemohon yang sudah berjaian, tanpa memberikan solusi
dan bahkan sewenang-wenang mein batalkan hak tenaga honorertermasuk hak
Para pemohon untuk dapat diangkat menjadi CPNS meIaluijalur khusus;

Perbandingan dengan hukum Ketenagakerjaan

43. Bahwa sebagai perbandingan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah
mein bedakan Perlanjian Keria waktu tidak tertentu (PKWFT) dengan Pedantian
Keda Waktu Tenentu (PKVVT), sebagaimana ketentuan-ketentuan dibawah ini: )^
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Perlanjian keria menurut Undang-Undang Nomor 13'tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan:

Pasa! I ayat t5 :

Hubungan Keria adalah hubungan antara pengusaha dengan pekeda/buruh
beadasarkan pertanjian keria yang meinpunyai unsurpekerjaan, upah dan
penntah;

Pasa1 56 :

(1). Penanjian keqa dibuat untuk waKtu teltentu atau untuk waktu tidak tertentu;

(2). Perlanjian keria untuk waktu tenentu sebagaimana dimaksud ayat (1)
didasarkan atas :

a. Jangka waktu;atau

b. seiesainya suatu pekerjaan tenentu.

Pasa1 59 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Penanjian keria untukwaKtu tenentu hanya ^apat dibuat untuk peKerjaan
tortentu yang menurutjenis dan sifat atau kegiatannya akan se!esaidalam
waktu tertentu, yaitu :

a. Pekerjaan yang sekali seiesai atau yang sementara sifatnya;
b. peke^aan yang diperkirakan penyelesaiannya daiam waKtu yang tidak

terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekedaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau

produk tambahan yang masih daiam percobaan atau penjajakan.
(2) Pertanjian keria untukwaktu tenentu tidakdapatdiadakan untuk pekerjaan

yan-g bersifat tetap.

Sehingga perlanjian keria waktu tertentu dalam hukum Ketenagake^aan hanya
dapat diterapkan secara terbatas baik Ienis inaupun waktu, terlebih
pelaKsanaannya harus didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan yang
bemyenang, pelanggaransyarat-syarat pelaksanaan berakibat PKWTdemihukum
berubah menjadi PKVVrT atau hubungan keria permanen;

44. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal-pasal undang-undang nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan yang disebut dialas inaka pedantian keria waktu
tenentu atau pegawai kontrak mensyaratkan beberapa hal yaitu :

a. Didasarkan atasiangka waktu dan seiesainya pekefjaan tenentu;

b. Jenis dan sifat pekedaan yang diperbolehkan adalah pekerjaan yang sekali
seiesai atau yang sementara SIfatnya; pekedaan yang diperkiraKan
penyelesaiannya daiam waktu yang tidak telalu lama;

c. Tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifattetap;

45. Bahwa UUASN tidak memberikan batasan waktu sampaikapan atau berapa lama
seseorang dikontraK sebagai PPPK, pasa1 98 ayat (2) UU AsN hanya
menyebutkan masa keria PPPK paling singkat I (satu) satu tahun dan dapat
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diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian ke^a, yang meinbuka
kernungkinan seorang PPPK dipekerjaKan secara terus menerus tanpa jaminan
kesinambungan hubungan ketia dan sewaktu-waktu dapat diputus, Kekhawatiran
inaria telah tedadi pada pegawaitidak tetap yang saatini disebuttenaga honorer
yang sudah beKeria puluhan tahun tetapi statusnya tetap sebagai pegawaitidak
tetap atau honorer, tidak berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau mendapat
kesempatan untuk menjadi PNS meIaluirekrutmen khusus atau dengan kata lain
"tetap tidak mumiliki kepastian atau jaminan kesinambungan pekerjaan dan
nafkah;

46. Bahwa seiain itu pembagian duajenis perlanjian keria yaitu PNS dan PPPK tanj>a
pembatasan yangjelas dapat menimbulkan perbedaan perlakuan dan perbedaan
hak atau jaminan yang diperoleh, walaupun meiniliki kewajiban atau beban tugas
dan tanggung jawab yang sama, yang merupakan bentuk diskriminasi, haimana
juga dialami o1eh para tenaga honorer atau sebutan lain seienis, yang mein11iki
kewajiban atau beban tugas dan tanggungjawab yang sama denganASN namun
mendapat perlakuan dan perbedaan hak atau jaminan yang diperoleh, bahkan
beberapa Pemohon dalam statusnya sebagaitenaga honorer, pemah menjabat
sebagai kepala seKolah yang mein impin beberapa AsN atau PNS;

47. Bahwa UUASN Pasa1 99 ayat(,) dan (2) yang menyatakan :
I) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.

2) Untuk diangkat menjadi PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi
yang di!aksanakan bagi colon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Halmana seharusnya UUASN tetap meinbuka peluang pengangkatan Tenaga
Honorer atau PPPK yang berasal dan tenaga honorer yang telah dinyatakan 1010s
seleksi dan dapat diangkat sebagai GPNS;

48. Bahwa pasa1 99 Ayat (1) dan (2) UUASN melanggar asas noridiskriminasi dan
merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban negara terutama pemerintah
Untuk menjamin pemenuhan hak asasi inariusia. Halmana tanpa kejelasan
pembatasan hubungan keria antara pemerintah dengan pegawai PPPK. UUASN
telah meinbuka celah bagi pemerintah untuk mengangkat seseorang sebagai
PPPKsecaraterus menerustanpa batas, yang artinya status PPPKtersebut dapat
dijalani sepanjang hidupnya tanpa ada kepastian hubungan keria yang
berkes;nam!3ungan atau berkelanjutar, , sepertilayaknya pekerja tetap atau
Pegawai Negeri Sipil;

49. Bahwa Kenyataannya jenis jabatan fungsional PPPK dapat berlangsung pada
jabatan atau pekerjaan yang bersifat terus menerus atau tetap. sepertitenaga
pengajar, tenaga kesehatan dan bekeda pada instansi pemerintahan lainnya;

*

.,

50. Bahwa pasa1 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang
Mariajemen Pegawai Pemerintahan dengan Pertanjian Keria menyebutkan :
(1) Jabatan AsN yang dapat diisioleh PPPK meliputi:
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a. JF; dan
b. JPT.

51, Bahwa yang dimaksud dengan JF adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang beadasarkan pada
keah!ian dan keterampilan tertentu, termasuk daiam halini adalah tenaga
pengajar, tenaga medis dan pegawai yang berkerja pada instansi pemerintah
lainnya, sedangkan Jabatan Pimpinar! Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompokjabatan tinggi pada instansi Pemerintah:

52. Bahwa tenaga pengajar dan tenaga medis adalah peketiaan yang sifatnya terus
menerus dan kebutuhan akan tenaga pengajar dan medis tersebut sangat
mendesak, halini dapat dilihat dan pembukaan formasi CPNS untuk tenaga
pengajar dan medis yang jum!ahnya tidak sedikit;

53. Bahwa sebagai bukti akan penting dan mendesaknya kebutuhan tenaga pengajar
dan medis dapat dilihat dan penguinuman penerimaan GPNS 2019 yang jum!ah
penerimaan terbanyak didQininasioleh tenaga pengajar dan medis;

54.8ahwa walaupun demikian, Para Pemohon tidaK mendapatkan kesempatan untuk
mengikuti seleksi penerimaan CPNS tersebut karena ambang batas usia Para
Pemohon telah meIewati persyaratan urnum usia inaksimal paling tinggi 35 tahun;

55. Bahwa demiterlindunginya hak Para Reinohon sena terbukanya kesempatan
merestorasi kerugian Konstitusionat Para Pemohon, perlu diadakan proses
pengangkatan CPNS bagi Tenaga Honorer atau PPPK yang berasal dan tenaga
honorer me!alui pengangkatan tangsung atau meIaluija!ur khusus atau jalur
prioritas;

56. Bahwa akan tetapi ketentuan UU AsN yang menjadi obyek permohonan aquo
telah secara tegas mengatur atau meinbatasi SIStem pengadaan AsN yang
sekaligus menghilangkan kesempatan Tenaga honorer atau sebutan lain seienis
untuk dapat diangkat sebagai CPNS tanpa mein pertimbangkan masa pengabdian
atau tatar belakang sebagaitenaga honorer atau sebutan lain seienis;

57. Bahwa hubungan keria pada sektor swasta mengenal ketentuan upah minimum,
halmana penetapan upah minimum salah satunya meinpertimbangkan kebutuhan
hidup layak (KHL), sehingga pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum
tidak Iah menjamin terpen. uhinya Kebutuhan hidup layak pekerja. Pelanggaran
ketentuan upah minimum adalah pelanggaran yang senus yang diancam dengan
sanksi pidana;

58. Penetapan upah minimum menjadi kewenangan kepala daerah, pengawasan
sena penegakkan hukum pelanggaran ketentuan upah minimum juga menjadi
kewenangan kepala daerah daiam hal penerapa sanksi administratif dan
berkordinasi dengan kepolisian sena Kejaksaan terkait sanksi pidana, sellingga
seharusnya baik pemerintah pusat inaupun pemerintah daerah turut menjamin
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kelayakan hidup para Tenaga Honorer atau sebutan lain Seienis termasuk Para
Pemohon;

59. Bahwa apabi!a diperbandingKan, inaka pengaturan tenaga keria PKV\IF pada
sektor swasta jauh Iebih menjamin pemenuhan hak asasi inariusia danpada
pengaturan tenaga honoreratau sebutan lain yang seienis yang dipekerjakan o1eh
negara atau instansi pemerintah;

60. Bahwa ketentuan Pasa1 6 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentsng Aparatur
Sipit Negara

PegawaiASN terdiri atas:
a. PNS; dan
b. PPPK.

Seinestinya dimaknai dengan mengakomodir atau mengikutsertakan tenaga
honorer atau sebutan lainnya yang seienis, halmana para tenaga honorer
termasuk para pemohon beKeria dengan perintah atau surat keputusan atau
penanjian keria untuK meIaksanakan tugas pemerintah dan dengan pembiayaan
danAPBN atauAPBD;

61. Bahwa ketentuan Pasa1 58 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang
AparaturSipilNegara ,

(1) Pengadaan PNS merupakan Kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan
Administrasidan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.

Seinestinya dimaknai dengan mengakomodir dan mein prioritaskan kepentingan
para tenaga honorertermasuK para Pemohon yang telah mengabdi pada negara
untuk diangkat sebagai GPNS guna pemenuhan hak pekerjaandan penghidupan
yang layak bagi kernanusiaan;

62'. Menyatakan Pasa1 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara

(1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
(2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK hatus mengikuti semua proses

seieksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Seinestinya dimaknaidengan xidak menghilangkan hak konstitusional PPPK yang
beresal dan para tenaga honorer, para tenaga honorer atau sebutan lain seienis
termasuk Para Pemohon untuk dapat diangkat menjadi GPNS;

,

IV. PETITUM

Beadasarkan seiuruh uralan diatas, pemohon meminta kepada Maielis HaKim Mahkamah
Konstitusi untuk memeriKsa dan meinutus permohonan dengan amar putusan
permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

I. Menerima dan merigabulkan seiuruh permohonan pengujian konstitusiona!itas yang
diajukan o1eh Pemohon;
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2. Menyatakan Pasa1 6 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara yang berbunyi" Pegawai AsN terd^^i atas. ' a. PNS, ' dan b. PPPK,
bertentangan dengan Pasa1 27 ayat (2), Pasai 280 ayat (2), Pasa1 281 ayat (2) dan
Pasa1 281 ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mein punyai kekuatan
hukum mengikatsepanjang tidak dimaknaidengan mengikutsertakan tenaga honorer
atau sebutan lainnya yang seienis sebagai PegawaiASN;

3. Menyatakan Pasa1 58 ayat(I) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara yang berbunyi"Pengadaan PNS merupakan kegiatan untok mengisi
kebutuhan Jabatan Administrasidan/atau Jabatan Fungsionaldalam suatu Instansi
Pemerintah" bertentangan dengan Pasa! 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar ,945
dan tidak mein punyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan
memberikan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain seienis menjadi GPNS
me Ialui suatu rekrutmen khusus;

4. Menyatakan Pasal Pasa1 99 ayat(I) dan ayat(2) Undang-Undang No. 5 tahun 2014
tentsng Aparatur Sipil Negara yang betounyi:

(7) PPPKtidak dapat diangkat secara otomatis menjadioalon PNS,
(2) Untuk diangkat menj^di calon PNS, PPPK hams mengikutisemua proses

seieksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan beltentangan dengan Pasa1 281 ayat(2) dan
ayat(4) Undang - Undang Dasar, 945 dan tidak mein punyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan memberikan pengecualian
terhadap para tenaga honorer atau sebutan lain seienis dan PPPK yang
beresaldari para tenaga honorer.

Atau apabila Maielis HaKim Konstitusi meinpunyai pendapat lain atas perkara
aquo inohon agar diberikan putusan yang seadil-adjlnya (ex aequo at bono).

Paulus Sarijaya, S. SOS. , S. H. , M. H.

HormatKami

Kuasa Pemohon

Haratua Pardede, S. H.

#
Hechrin Purba, S. H.
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